BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 131 TAHUN 2022
TENTANG

MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

Menimbang . bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan
pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan
dan untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Mal Pelayanan Publik, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan;

Mengingat + 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Repiblik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah I[stimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4.

7.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah  beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1573);



13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK DI

KABUPATEN PASURUAN

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Bupati adalah Bupati Pasuruan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang,
jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah
pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian,
lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1
(satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan,
jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara
adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan
Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata
untuk kegiatan Pelayanan Publik.

Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut
Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan
Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi,
lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk
kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-
mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.



9. Pelaksana Pelayanan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat,
pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi
Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian
tindakan Pelayanan Publik.

10. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi
Penyelenggara di MPP.

11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya  disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat agar pelayanan semakin cepat, mudah, terjangkau,
nyaman dan aman.

Pasal 3

Penyelenggaraan MPP bertujuan untuk:

a. mengintegrasikan pelayanan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan,
jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan; dan
b. meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha.

BAB 1II
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

Bagian Kesatu
Nama, Logo dan Lokasi

Pasal 4
Nama MPP yaitu Mal Pelayanan Publik Maslahat
Pasal 5

(1) Logo MPP Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

(TP

MAL PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN PASURUAN

(2) Logo MPP sebagimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk persegi yang
melambangkan kantor dan memiliki warna hijau tua dan kuning tua.

(3) Warna Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pasuruan memiliki makna kondisi
geografis Kabupaten Pasuruan yang strategis terletak diantara gunung, laut
dan daratan yang subur akan pertanian dan perkebunan.

Pasal 6

Lokasi MPP di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan Jalan
Raya Raci Km. 09 Bangil Pasuruan.



(1)
(2)

(4)

(1)
(2)

(1)

(2)

Bagian Kedua
Penyelenggara

Pasal 7

Penyelenggara MPP yaitu DPMPTSP secara ex-officio.

Penyelenggara MPP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi

penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Penyelenggara MPP menyelenggarakan fungsi:

a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;

b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;

c. pengoordinasian Kketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan
pelayanan dalam MPP;

d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar
Pelayanan;

e. penyediaan tata tertib;

f. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan
masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan
pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan

g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

Penyelenggara MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan secara

berkala penyelenggaraan MPP kepada Bupati paling sedikit 3 (tiga) bulan

sekali.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pelayanan Publik

Pasal 8
Pelayanan Publik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan

pemerintah daerah.
Pelayanan Publik yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha
milik derah, dan pihak swasta.

Bagian Keempat
Standar dan Mekanisme

Pasal 9

Standar dan mekanisme dikoordinasikan oleh penyelenggara MPP meliputi:

a. penempatan Pelaksana yang merupakan perwakilan Organisasi
Penyelenggara;

b. pengaturan kehadiran Pelaksana pada MPP;

c. penataan proses bisnis dan digitalisasi diantara Gerai Pelayanan di MPP;
dan

d. peningkatan kompetensi Pelaksana untuk menjamin kualitas pelayanan
di MPP.

Penyusunan dan pelaksanaan standar dan mekanisme penyelenggaraan

MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi antara

Penyelenggara MPP dengan Organisasi Penyelenggara di MPP.



(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Pasal 10

Dalam hal Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pelayanan berbasis
elektronik, paling sedikit terdapat fitur yang terdiri atas:

informasi umum;

pendaftaran;

pemrosesan dan penelusuran dokumen,;

konsultasi dan pengaduan masyarakat;

survei kepuasan masyarakat; dan

. pelaporan kinerja.

Selain fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan fitur
lain sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan MPP.

Seluruh fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan 1
(satu) portal utama yang dikelola oleh Penyelenggara MPP.

Dalam hal sistem pelayanan elektronik dimiliki oleh pengelola Gerai
Pelayanan di luar pemerintah daerah, fitur yang terhubung dengan portal
utama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas
fitur informasi umum dan fitur pendaftaran.

Mo Qoo

Bagian Kelima
Pendanaan

Pasal 11

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi:

a. penyelenggara MPP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja
daerah; dan

b. pada Gerai Pelayanan menjadi tanggung Organisasi Penyelenggara.

BAB III
PENGUKURAN KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 12

Pemerintah daerah melakukan pengukuran kepuasan masyarakat melalui
survei terhadap penyelenggaraan MPP.

Survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan
oleh penyelenggara MPP dan dilaporkan secara berkala kepada Bupati paling
sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pasuruan
Nomor 107 Tahun 2021 tentang Graha Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan

pada tanggal 14 September 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF
Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 14 September 2022
SEKRETARIS DAERAH

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 131





